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Percepat Pembangunan
Berkelanjutan

Realisasi Komitmen Pemerintah Ditunggu

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah Indonesia
diminta mempercepat pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan. Hal itu sebagai tindak
lanjut komitmen pemerintah yang dituangkan dalam
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,

Koalisi Masyarakat Sipil me-
nilai peraturan presiden itu ha-
rus meningkatkan kinerja peme-
rintah, Tujuan  Pembangunan
Berkelanjutan (SDGs) terdin atas
17 tujuan dan 169 target yang
diharapkan  tercapai  sampai
2030, Ttu dicanangkan nega-
ra-pegara  lintas  pemerintahan
pada resolusi PBB yang diter-
bitkan pada 21 Oktober 2015 dan
ditkuti 189 negara  (Kompas,
Minggu, 27 September 2015)

"Selama ini persoalan utama
bangsa adalah fungsi koordinas
dan sinergi unturkementerian
Perpres ini untuk mengingatkan

kementerian agar bekerja ckstra
keras. Sebab, indeks performa ke-
menterian kecil, sedangkan tar-
get besar,” kata Penasthat Senior
Forum Lembaga Swadaya Ma-
syarakat  Intemasional  untuk
Pembangunan  Indonesia  (IN-
FID) Michael Hoclman dalam
temu media, diprakarsai Koalisi
Masyarakat Sipil untuk SDGs, di
Jakarta, Selasa (25/7).

Koalisi Masyarakat Sipil untuk
SDGs terdiri dart INFID, Koalisi
Perempuan  Indonesia, Trans-
paransi Internasional Indonesia,
Yayssun Keschatan Perempunn,
Migrant Care, dan Oxfam Inter

national, Mercka mengapresiasi
tindakan Joko Widodo menan-
datangani perpres itu, Apalagi,
Dewan Pengarah dalam penca
paian SDGs diketuai Presiden

Tiga tantangan

Ada tign tantangan pemerin-
tuh mencapai SDGs, yakni politik,
masalah data, dan aspek sosiol
Pemwerintah hanya memiliki wak-
t 25 tahun demi memastikan
prioritas pembangunan di Indo-
nesia dalam mencapal SDGs

"Minggu ini Presiden meng-
kritik  beberapa  kementerian
yang membuat peraturan  tak
mencerminkan arah pencapadan
Presiden. Dengan ada perpres ini,
kami berharap kerja kemente-
rian lebih terarah,” ujarmya

Menurut laporan ketimpungan
2016 yang disusun INFID, indeks
ketimpungan sosial di Indonesia
44 dan 10 ranah ketimpangan
Ada 7 dari 10 warga Indonesia
menilai ada ketimpangan sosial

meliputi aspek keschatan, pen-
didikan, dan akses fasilitas publik
bagi wargs, termasuk penyan-
dang disabilitas,

Koordinator Program SDGs
dan Universal Periodic Review
dari Organisasi Harapan Nusan-
tara (Ohana) Jonna Damanik
menambahkan, dalam SDGs, pe-
merintah berkomitmen melayani
semua lapisan masyarakat. Jadi,
tak boleh ada vang tertinggal da-
lam pembangunan.

“Pemerintah harus mengiden-
tifikasi siapa dan di mana mereka
vang tertinggal untuk dilibatkan
dalam proses pembangunan,” ka-
ta Jonna, Paradigma inklusivitas
dinilai sebatas omongan sehinggas
perundungan masih terjadi.

Dalam  pembangunan  infra-
struktur, pemerintah belum me-
nimbang penyandang disabilitas.
Dengan ada perpres itu, peme-
rintah perlu membawa perspek-
tif huk asasi manusia, melibutkan
kelompok tertinggal. (10¢)

Pemerintah Indonesia diminta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan. Hal itu, sebagai tindak lanjut komitmen pemerintah yang dituangkan
dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan. Selain itu, tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs)
terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan tercapai hingga 2030. Itu
dicanangkan Negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan
pada 21 Oktober 2015 dan diikuti 189 negara

Hashtag Berita :
#Infrastruktur #MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomilndonesia
#PelaksanaanProgramNasional #KetahananPanganNasional

#SDGs
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Porsi Swasta Bangun
Prasarana Perlu Digenjot

Banyaknya infrastruktur yang dikuasai
BUMN membuat biaya infrastruktur
tinggi karena nyaris tak ada kompetisi.

Tesa Oxniana Surnaxn
TeSO@mechinSONena (oM

ANK Dunia menilal
pemerintab Indane-
sta cenderung meng
abaikan peran swasta
dalam proses pembangunan
infrastrukaur, Hal ftu terlibat
dari pemberian porsi yang
lebih hesar bagi badan usaha
milik pegara (BUMN) untuk
menggarap proyek prasaruna
berskala besar
Kebijakan ini, menurut Pre-
siden Bank Dunia Jim Yong
*kim, bakal bermuara pada
r\l‘flllrllll.\h MDA SWasta un~
tuk berinvestasi
*BUMN dan swasta sebe-

narnya dapot berkerja sam
Skemanya bisa joint venture
Agar kerja
sama berhasil, tolerasi kepada
swasta harus ditingkatkan, be-
gty puda nisiko periu ditekan,”
ujar Kim, dalam acara semi-
nar indonesia infrastructure
Finance Forum, 4} Jakarta
kemarin

Kim membeberkan ada se-
jumiah alasan yang mends-
sarl perlunyn swoasta lebih
dilibatkan. Antara lain yalot
dengan banyaknya proyek
infrastruktur yang dikuasal
BUMN membuat biaya pem-
bangunan infrastrukiur tinggs
dak ada kom-
ta punya ke«

a

oau sekurinsasl

karena nyaris
petist. Bila sw

'.flﬁpﬂf.lll yang sama drng.‘.r.
HUMN, akan terjadi kompetist
antarperusahann konstruksi
Pada akhirnya, akan mene-
kan biaya pembangunan in-
frastrukrnr

“Ketika terjadi kompetis:
harga yang lebih terjangkau,
efisiensi natk dan bisa mengu-
rangl pinjaman,” imbush dia

Selain ltu, guna mengurang
kesenjangan pembangunan in-
frastruktur yang belum merata
di beberapa daerah, pemerin.
tah diestimasikan membu-
tuhkan USS500 miliar atau
Rphi.650 triliun untuk pemba-
ngunan infrastrukour hinggas
Ema tahun ke depan

Untuk ity, dalam pemba-
ngunan infrastrukiur, peme-
rintah tidak bisa hanya meng-
andalkan dan APEN, Pasalnya
masih banyak kekurangan
penerumaan negara dan sektor

pajak sehingga tidak mampu
bergantung teclaly banyak
dari APEN

Pemungutan pajak yang di-
lokukan pemerintah indonesia
saat ind juga masih kurang dan
50% dari potensi yang ada, Se-
dangkan rasio pajak terhadap
PDB turun dari 11.4% menjad)
10.4%

*Pemungutan pajak belum
optimal, belanja belum efisien
dan batasan defisit fiskal 3%
dart PDY.” sebut Kim

Untuk ity, dibunahkan peran
swasta dalam pembangunan
infrastruktur di indonesia
lewat skema public private
partnership (PFPP)

Peluang sama

Dalam merespons itu, Men-
teri Kevangan (Menkeu) Sn
Mulyani menyatekan sebenar-
nya pemerintah memberkan

ruang yang sama antara BUMN
dan swasta dalam pemba-
ngunan proyek infrastrukogs
*Presiden Jokowl berkali-
kali bilang terhadap selurub
kegiatan ekonomi termasuk
royek pembangunan in-
frastruktur, BUMN maupun
swosta harus memiliki peran
yang sama,” tegas Menkeu
Dia menambahkan, tidak
peria ada pembagian spesifik
terhadap pr royek in-
frastruleur yang dapat digarap
swasta. Sepanjang proyek
tersebut bukan 100% dikelola
pemenntah, pada dasarnya
swasta memiliki kesempatan

°

untuk terdibat

Sementara itu, pengamat
BUMN Said Didu menilal
Twasta enggan berinvestasi
lantaran sikap pomerintah
yang kerap inkonsiten. Dia
mencontohkan proyek Blok
Masela yang maséh tarik uhar
*Coba, gimana investor gak
takut. Contohnya, Blok Masela
yang sudah dikontrak, tapi
diubah (plim of Developmeny/
PoD). PT Treeport Indone-
sia (FITD) juga ketentuannya
berubah-ubah. Padahal me-
reka itu perusahaan besar
semuoa” (E-4)

Banyaknya infrastruktur yang dikuasai Badan Usaha Milik Negara membuat biaya
infrastruktur tinggi karena nyaris tak ada kompetisi dan Bank Dunia menilai
pemerintah Indonesia cenderung mengabaikan peran swasta dalam proses
pembangunan infrastruktur. Hal itu terlihat dari pemberian porsi yang lebih besar bagi
badan usaha milik negara (BUMN) untuk menggarap proyek prasarana berskala besar.
Kebijakan ini, menurut Presiden Bank Dunia, bakal bermuara pada penurunan minat
swasta untuk berinvestasi. Selain itu, BUMN dan swasta sebenarnya dapat berkerja
sama dan skemanya bisa joint venture atau sekuritisasi. Agar kerja sama berhasil,
tolerasi kepada swasta harus ditingkatkan, begitu pula risiko perlu ditekan

Hashtag Berita :

#BadanUsahaMilikNegara #Investasi PelaksanaanProyekNasional #SDGs #Infrastruktur
#MasterPlanPercepatanPembangunanEkonomilndonesia #PelaksanaanProgramNasional



